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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 5 TAHUN
2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KEPADA PDAM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW




BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI] UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH bAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW KEPADA

Menimbang:

Mengingat - :

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

2.

i

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

bgrdasarkan'kctcntuan Pasal 3 ayat (3). Peraturan -
Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat
Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air
Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang
Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah
Pusat Secara Non Kas, menyatakan dalam hal
pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan
D’aqr:ah tentang Penyertaan Modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah
menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan
Peraturan Daerah tentang penyertaan modal kepada
PDAM bersangkutan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daecrah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik




3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

o Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

10.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran-
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

'Pemeriksaan Pengelolaan dan  TanggungJawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tahun 2004 Nomeor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Négara Republik Indonesia Nomor 4724),
Ugaang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

l':‘_gr_nerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

i

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5678) Sebagaimana telah diubah beberapa kali,
i ; - r 9 Tahun 2015



tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor
23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

f Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Imformasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2010 tentang Sistem Imformasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

‘ ) | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun. 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14, Pé.raturan. Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Inaoncsia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
scbégaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalé.m Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 2036);

17. Pe‘raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016

tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah

Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan




Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1101);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
' dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MIN'UM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

Pasal |

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Kepada .Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

‘Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor §), diantaranya ayat (2) dan ayat

(3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut :
_ Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk
saham pada PDAM., - o

(2) Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar

{ :000,- (dua puluh milyarrupiah) dan dilaksanakan secara

bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2a) Nilai peyertaan modé.l daerah sebagimana dimaksud ayat (2) ditambah
sebesar Rp, 31_.‘1.66.816.000,00 (tiga puluh satu milyar seratus enam
puluh cna.mju:tﬁr:l delapan ratus enam belas ribu rupiah) non kas untuk

diproses penghapusan hutang pada pemerintah,

(3) Pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (2)




—

(3) Pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat

(2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal [l
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam  Lembaran Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditétapkan di Lolak _
tanggal 22 November 2016
A1 BOLAANG MONGONDOW,

AUS NIXON WATUNG 9
Diundangkan di Lolak

pada tanggal
Plt. SEKRETARIS DAERAH

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PROVINS] SULAWESI UTARA NOMOR ( /2016) LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2016 NOMOR...
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